
MENlERI ENERGl DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR : 1397 K/20/MEM/2005 

.... 
TENTANG 

PEDOMAN DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN 
INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUM1 NASIONAL 2005 2020 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan untuk menciptakan iklim 
usaha di bidang minyak dan gas bumi yang kondusif serta untuk 
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perlu ditetapkan 
kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral tentang Pedoman dan Pola Tetap 
Pengembangan lndustri Minyak dan Gas Bumi Nasional2005 - 2020; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4152); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4216); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 
Penyediaan dAn Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI 
Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4263); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 
Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436); 

6. Keputusan Presiden Nomor 187lM Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 
2004; 

7. Keputusan ~ e n t e r i  Energi dan Surnber Daya Mineral Nomor 150 
Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jis. Keputusan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 
dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1066 
Tahun 2003 tanggal 10 September 2003 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Energi dan Suniber Daya Mineral; 



8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
1088.K/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
TENTANG PEDOMAN .DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN INDUSTRI 
MINYAK DAN GAS BUM1 NASIONAL 2004 - 2020. 

KESATU : Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan lndustri Minyak dan Gas Bumi 
Nasional 2005-2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan lndustri Minyak dan Gas Bumi 
Nasional2005-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu 
merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi dan wajib digunakan dalam kegiatan di bidang 
Minyak dan Gas Bumi. 

KETIGA : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas pelaksanaan Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan 
lndustri Minyak dan Gas Bumi Nasional2005-2020. 

KEEMPAT : Dalam rangka peningkatan pengembangan industri Minyak dan Gas Bumi, 
Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan lndustri Minyak dan Gas Bumi 
Nasional 2005-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat 
ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan. 

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Juni 2005 .,/my-- 

--", ~~ENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. 

Tembusan : 
1. Menteri Perindustrian 
2. Menteri Perdagangan 
3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah 
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup 
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 
6. lnspektur Jenderal De artemen Energi dan Sumber Daya Mineral 
7. Para Direktur Jendera f' di lingkungan Dep. Energi dan Sunlber Daya Mineral 
8. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral 
9. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

10. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

11. Para Direktur Utama BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi 
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SAMBUTAN 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER BAYA MINERAL 

. . 
Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi, yang selanjutnya menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan dan pengembangan industri minyak 
dan gas bumi nasional yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif. Agar implementasi undang-undang ini 
dapat dilakukan berdasarkan persepsi yang sama, perlu dipersiapkan Pedoman dan Pola Tetap 
Pengembangan lndustri Minyak dan Gas Bumi Nasional yang. diharapkan dapat menjadi "Bluepffnt" bagi 
implementasi undang-undang tersebut. Tanpa adanya sosialisasi, pedoman pelaksanaan, fasilitasi, dan 
langkah-langkah penegakan hukum, akan sulit tujuan undang-undang tersebut dapat dicapai. 

Diharapkan #Blueprint" ini bermanfaat sebagai pedom3.n kepastian hukurn pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 22 Tahun 2001 bagi para pelaku bisnis pada industri minyak dan gas bumi maupun 
penanam modal dari dalam dan luar negeri, sehingga dapat menghilangkan keraguan dalam melakukan 
investasi pada kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia. - .- 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua. 

Jakarta, 14 Juni 2005 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
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I. Pendahuluan 
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LAMPIRAN 

A. Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur I ndustri Perminyakan Nasional . . 
B. Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur lndustri Gas Sumi Nasional 

C. Hubungan Fungsi Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam lndustri Migas Nasional 

D. Matriks lnstrumen Kebijakan lndustri Hilir Migas 
6 

E. Pedoman Kebijakan dan Regulasi lndustri Migas Nasional 

F. Konstalasi lndustri Primer - Sekunder 

G. Keterkaitan Sektor ESDM dan Sektor lndustri I. 

H. Jaringan Pipa Gas Nasional 

1. Trans-ASH N Gas Pipelines (TAGP) . . - - 
J. Jenjang Organisasi lndustri Hilir Migas 

K. Hubungan Fungsi Pemerintah dengan Sektor Penunjang lndustri Migas 

L. Prosedur Penawaran Wilayah Kerja Melalui Proses Lelang ~ e ~ u l e r  dan Proses, 

Perpanjangan KKS. 
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M. Prosedur Penawaran Wilayah Kerja Melalui Proses Penawaran Langsung Atas Blok Yang 

Tersedia Dan Proses Perpanjangan KKS 

N. Pemberian lzin Usaha Pengolahan Migas (Izin Prinsip) 

0. Pemberian lzin Usaha Pengolahan Migas (Izin Usaha) 

P. Open Access 



I. PENDAHULUAN 

Dalam rangka meningkatkan peranan sub sektor migas dalam upaya memulihkan perekonomian, 

maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-undang Nomor 

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakdn landasan hukum bagi penataan 

atas penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengaturah, dan pelaksanaan dari kegiatan 

pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, sehingga tercipta kegiatan usaha minyak dan 

gas bymi yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, serta 
, 

mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Agar implementasi undang-undang ini 

dapat dilaksanakan berdasarkan persepsi yang sama,. perlu dipersiapkan Pedoman dan Pola 

Tetap (Blueprint) pengembangan - industri migas nasional2005-2020 yang disusun untuk dijadikan 

acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pengelolaan kegiatan dan pengusahaan migas. 

Blueprint Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan pedoman strategis yang 
I 

menggambarkan perubahan di sektor minyak dan gaq bumi dari keadaan sekarang menuju 

keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 2005-2020 dengan mengikuti peraturan perundang- 



undangan yang berlaku. Penyusunan- Blueprint ini menggunakan tata urut (sistematika) dimulai 

11 dari Pendahuluan, Alur Pikir, Pola Pikir, Asas dan Tujuan, Visi dan Misi, Kebijakan 

Pengembangan dndustri Migas Nasional, Sasaran dan Tantangan, Strategi Pengembangan 
1. 

lndustri Migas Nasional, Instrumen Kebijakan, Program Pengembangan lndustri Migas Nasional 

dan Program Legislasi lndustri Migas Nasional. . . 

, 

Blueprint ini disusun secara bersama-sama antar instansi di lingkungan Departemen Energi dan 

Sumber Daya Mineral, dengan masukan dari beberapa nara sumber sehingga dihasilkan suatu 

pedoman yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam mengembangkan 

industri minyak dan gas bumi, sehingga tujuan yang akan dicapai diharapkan dapat terlaksana. 

, - 
Blueprint ini merupakan suatu pedoman yang sifatnya dapat berubah dan dapat disesuaikan 

dengan perkernbangan dan kebutuhan yang diinginkan. 
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IV. ASAS & TUJUAN 

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini 

berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, 

kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan 

kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. 

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan: 

- 1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan 

eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan 

.berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan 
I 

melalwi mekanisme yang terbuka dan transparan; 

5 



2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, 

penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme 

persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan; 

3. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai 

sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri; 

4. Mendukung dan menumbuhkembangankan kemampuan' nasional untuk lebih mampu 

bersaing di tingkat nasional, regional, dan intematiorial; 

i 

5. ~eningkatkan pendapatan negara untuk memderikan kontribusi. yang' sebesar-besamya - - 

bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan 

perdagangan Indonesia; 
6 

6. Menciptakan lapangan kerja, rneningkatkan kes6jahteraan da" kemakmuran rakyat yang 

adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. 



V. VISI DAN MIS1 

Visi : 
t. 

Terwujudnya sub sektor minyak dan gas bumi yang dapat memanfaatkan secara optimal 

sumber daya minyak dan gas bumi dalam kerangka pembangunan . . nasional yang berkelanjutan 

untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

M i s i  : 
b 

1. Memelihara dan meningkatkan cadangan, produksi minyak dan gas bumi dan nilai tambah 

serta kontribusi bagi penerimaan negara, dengan tetap menekankan konservasi energi 

jangka panjang. 

2. Memenuhi ketersediaan pasokan minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak dan gas; dan 

produk olahan untuk kebutuhan dalam negeri yang 'ramah lingkungan serta menumbuhkan 

kesadaran nasional untuk melakukan diversifikasi konsumsi minvak bumi. I 
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3. Menjaga dan meningkatkan investasi Kegiatan Hulu dan Hilir di bidang minyak dan gas bumi 

dengan tujuan untuk penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan produksi dalam negeri dan 

sarana pengembangan teknologi dan wahana alih teknologi. 

4. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengusahaan 

minyak dan gas bumi, guna mendorong pemerataan pembangunan, pengembangan 

masyarakat di sekitar kegiatan usaha migas dan peningkatan pelayanan kebutuhan 
I 

masyara ka t. 

5. Menumbuh kembangkan industri minyak dan gas bumi nasional yang kompetitif, handal, 

transparan, efisien dan berwawasan pefestarian lingkungan. - 

6. Meningkatkan peran swasta dalam pengusahaan minyak dan gas bumi serta menumbuh 

kembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia lnaonesia untuk dapat bersaing di tingkat 

nasional, regional dan internasional. . I 
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VI. KEBIJAKAN PENGEMBANGAM INDUSTRI MlGAS NASIONAL 

1. Tujuan Kebijakan 

Mendukung kegiatan perekonornian nasional dan mdwujudkan pembangunan nasional yang 

berkelanjutan dengan meningkatkan peranan sub sektor migas sebagai: 

a. Sumber energi; 

b. Sumber devisa dan penerimaan negara; I 

c. Sumber bahan baku industri; 

d. Wahana alih teknologi; 

e. Pendukung pengembangan wilayah; 

f. Menciptakan lapangan kerja; 

g. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; 
1 

h: Pendorong utama pertumbuhan sektor lainnya. 



i 
i 
X 
5 

- 

2. Fokus Kebijakan 
I 

, a. Mendukung pemulihan ekonomi makro melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, 

peningkatan penemuan cadangan dan produksi migas, ljenyediaan minyak dan gas bumi 

nasional, penyediaan BBM dalam negeri, penyiapan peraturan perundangan serta 

kegiatan minyak dan gas bumi yang bemvawasan lingkungan. 

b. Melakukan restrukturisasi sektor minyak dan gas bumi, meningkatkan efisiensi birokrasi di . . 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 





6. Tewujudnya kemandirian dalam pengusahaan minyak dan gas bumi melalui peningkatan 

dan pemanfaatan produksi dan jasa dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global. 

7. Temujudnya pengembangan masyarakat sekitar kegiatan operasi migas, pengelolaan 

lindungan lirigkungan, peningkatan kehandalan keselarnatan operasi dan kesehatan kbrja. 

8. ~ersedia dan terkelolanya data di bidang minyak dan gas burni. 

9. , Te,rwujudnya alih teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional di bidang 

minyak dan gas bumi. 

B. ~anthganl~ambatan 

. . 

I 

t 



2. Belum di eksplorasinya seluruh cekungan sedimen hidrokarbon yang ada di lndonesia. 
I 

3. Sebagian besar lapangan produksi migas di lndonesia mulai menurun produksinya secara 

alamiah. 

. . 
4. Sedikitnya penemuan cadangan hidrokarbon barn. 

5. Sejumlah cadangan hidrokarbon tidak dapaf dikembangkan disebabkan faktor 

keekonomian. 

6. Terbatasnya kemampuan nasional berinvestasi dalarn bidang minyak dan gas bumi. 

7. Terbatasnya infrastruktur pengembangan dan pemanfaatan gas bumi untuk penggunaan* - 
I dalam negeri. 

.I 

8. Masih terbatasnya sumber daya manusia lndonesia dalam penguasaan teknologi di bidang 

minyak dan gas bumi. 
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I. 

3. Keterbatasan kemampuan teknis ( kapasitas, teknologi, konfigurasi ) kilang minyak dalam 
.. 

negeri untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri baik dalam jumlah maupun 

mutunya. 

4. Sebagian besar kilang di Indonesia sudah berusia tua. 

5. Masih' adanya ketergantungan suplai BBM dari negara lain karena peningkatan kebutuhan 

BBM dalarn negeri. 

6. Masih rendahnya investasi di bidang pengolahan migas karena margin kilang yang rendah. 

7. Adanya tumpang tindih pengaturanlperaturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh - 
instansi. lain. * 

8. Kebijakan diversifikasi energi yang masih parsial. 

9. Terbatasnya kemampuan perusahaan nasional di bidang jasa penunjang dalam kegiatan 
?r 

usaha hilir migas. 





VIII. STRATEGI PENGEMBANGAN IMDUSTRI MlGAS NASIONAL a 

1. Peningkatan pengelolaan data migas. 

2. Meningkatkan kegiatan eksplorasi melalui penawaran wilayah kerja baru dengan 

menetapkan persyaratan dan kondisi kontrak yang menarik dan saling menguntungkan. 

3. Menjaga agar persyaratan kontrak kerjasama selalu kompetitif dibanding dengan negara 

, lain terutama negara teianggalAsia-Pasifik. 

4. ~emberikan insentif bagi pengembangan lapangan ma jinal (tidaklkurang ekonomis3 dan 

;I 1 ' brouwnfield. 
i 

5. Menerapkan kaidah keteknikan yang baik (good engineering practice). 

6. Meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional. 





14. Meningkatkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dengan tetap memperhatikan 

mutu dan standarisasi guna peningkatan daya saing secara global. 

15. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja nasional .pads kegiatan hilir sesuai kompetensi 

1. Menetapkan cadangan strategis minyak mentah, BBM, BBG, LPG dan hasil olahan 

3. Menciptakan pemanfaatan fasilitas bersama (open access) kegiatan usaha hilir migas. 
1 4 

- 
4. Mendorong peran swasta dalam kegiatan usaha hilir migas yang mengikut sertakan peran 

lainnya. 

- 2. Menerapkan konsep unbundling Minyak dan Gas Bumi. - . 

1 
t 

. . 
koperasi dan UKM. 

7 

5. Menciptakan iklim investasi kegiatan usaha hilir yang kondusif. 
22 
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6. Menghapus subsid,i BBM secara bertahap. 

I 7. Menetapkan harga jenis BBM tertentu dalam suatu keputusan pemerintah. 

11 8. Meningkatkan kemampuan teknis kilang dalam penyediaan bahan bakar migas yang 
I 

ramah lingkungan. 

9. Mendorong dilakukannya konservasi dan diversifikasi energi yang dikomunikasikanl 
I 11 disosialisasikan secara nasional. 

10. ~en in~ka tkan  kehandalan keselamatan operasi, lindungan lingkungan dan kesehatan 

kerja kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. 
1' - 

11.- ~eningkatkan pernanfaatan barang-dan jasa dalam . . negeri dengan tetap memperhatikan 

mutu dan standarisasi guna peningkatan daya saing secara global 

12. Meningkatkan penggunaan Tenqga Kerja Nasional pada kegiatan hilir sesuai kompetensi 

yang dimiliki. 
- 

t 23 
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IX. INSTRUMEN KEBIJAKAN 

1 1. Restrukturisasi berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya dengan 

tujuan membangun sektor migas yang lebih modern, efisien, berdaya saing tinggi dan 

mampu menggairahkan investor. 

2. Paket insentif tahun 1988, 1989, 1992 dan 1993 untuk mendorong pengembangan 

lapangan kurang ekonomis (marjinal), kegiatan eksplorasi di daerah frontier dan laut dalam 

serta pengembangan Kawasan Timur Indonesia. 
. . 

3. Regulasi pembukaan Wilayah Kerja baru melalui tender reguler atau direct offer, dengan - 
term and condition serta bentuk-bentuk Kontrak Kerja Sama yang lebih menarik. 

4. Regulasi pengembangan pengusahaan Coalbed Methane (CBM). 

5. Regulasi penetapan kewajiban kontraktor KKS untuk mernenuhi kebutuhan dalam negeri 

atas minyak dan gas bumi. 





I 

E 

15. Regulasi Penetapan Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada 

wilayah usaha niaga yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, daerah yang mekanisme 
I 

pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil . I 

I I 
16. Regulasi penetapan jenis BBM untuk disalurkan ke daerah terpencil. I I 

I 

17. Kebijakan pengembangan industri pengolahan minyak dan gas bumi. I 

. . 
I i 

t 

I 

I bangun dalam negeri dan penggunaan barang dan peralatan operasi perminyakan. . \ 
i 

19. Regulasi penggantian Tenaga Kerja Asing oleh Tenaga Kerja Indonesia. 

20. Regulasi penetapan bagi hasil dari rninyak-dan gas bumi dalam rangka perimbangan 

1. 
keuangan antara pusat dan daerah I 

21. Regulasi keselamatan operasi, lindungan lingkungan dan kesehatan kerja kegiatan hulu I 
i 





9. Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Perbatasan dengan 

Negara Tetangga. 

10. Program Pemutakhiran Sumber Daya Minyak dan G h  Bumi. 

11. Program Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi. 

12. Program Pemanfaatan Gas Suar Bakar. 

13. Program Pengembangan Pengusahaan Coalbed Methane. 
i 

14. Program Abandoning Pasca Operasi Kegiatan Migas. 

15. Program Pengembangan Lapangan yang telah disetujui POD I. 
. 

1 6. Program Penyelesaian Pelaksanaan'~eng6imbangan ~ a ~ a n ~ a n  selanjutnya. 

17. Program Penyusunan BentuWJenis Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Minyak dan Gas 

1 Burni. 

18. Program Penyelesaian Turnpang Tindih Lahan. 
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4. Program Pengembangan Jenis Bahan Bakar Alternatif. 
8 

5. Program Pemenuhan Kebutuhan BBM Nasional. 

6. Program Peningkatan Mutu BBM, LPG, BBG, Pelumas, Bahan Bakar Lain dan Hasil 
L. 

Olahan Lainnya. 

7. Program Pengendalian Mutu BBM, LPG, BBG, Pelumas, Bahan Bakar Lain dan Hasil 

Olahan Lain. 

8. Program Penyediaan Cadangan BBM Nasional termasuk Cadangan Strategis Minyak 

- 9. Program Penyusunan Rancangan Rencana ~nduk'darin~an Transmisi dan Distribusi Gas 

Bumi Nasional. 

10. Program Rencana Pengembangan Sarana dan Fasilitas Distribusi Produk Minyak dan Gas 

I e . 



11. Program Penyusunan Jenis, standard dan Mutu Produk Minyak, Gas Bumi dan Hasil 

i 

12. Program Penyusunan Standard Te knis Sarana dan Fasilitas Distribusi produk Minyak dan 

13. Program Penyelesaian Mutu Produk Minyak dan Gas Bumi. 

14. Program Pengembangan lnvestasi Kegiatan usaha Sektor Hilir Minyak dan Gas Bumi. 

15. Program Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBGICNG. LPG, LNG) untuk Transportasi 

16. Program Pengembangan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. 

'17. Frogram ~en~hapusan Subsidi BBM. - 

18. Program Penetapan dan Sosialisasi Kebijakan Harga Jenis BBM Tertentu. 

19. Program Sosialisasi Sistem Niaga BBM, BBG, LPG, Gas Bumi serta Hasil Olahan Lainnya. 

20. Program Penyaluran dan Pemenuhan Kebutuhan Larigsung BBM untuk Transportasi. 
6 



21. Program Penetapan Wilayah Niaga. - I. 

22. Program Penetapan Kapasitas Penyimpanan Minimum yang dimiliki oleh Badan Usaha 
. . 

23. Program Standardisasi Sarana dan Fasilitas Niaga Minyak dan Gas Bumi serta &sil 

24. Program Sosialisasi Kegiatan Usaha Pengolahan MInyak dan Gas Bumi. 

25. Program Sosialisasi jenis, Standar dan Mutu BBM, BBG, LPG, Pelumas, Bahan Bakar Lain 

dan Hasil Olahan Lainnya. I 

26. Program Penetapan dan Sosiallsasi Sistem-Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi serta , 

' Hasil Olahannya. 

27. progra+ Penyelesaian Kegiatan Bongkar Muat Minyak dan Gas Burni serta Hasil 



28. Program Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lindungan 

Lingkungan pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. 

C. SEKTQR PENUNJANG 

1. Program Sosialisasi Penghitungan Rencana dan Realisasi Lifting Minyak dan Gas Bumi. 

2. Program Pengawasan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan KontraMor Kontrak Ke j a  Sama 

Minyak dan Gas Bumi. 

3. Program Pengembangan Teknologi lnformasi Minyak dan Gas Bumi Nasional. 

4. Program Pemeliharaan Jaringan Sistem lnformasi Minyak dan Gas Bumi Nasional. 

- 5. Program Penyusunan Kebijakan Stockpiling Minyak Mentah dan Bahan Bakar Minyak. 

6. Program lnventarisasi Produk-produk Ex-import dalam rangka pengembangan dan 



~ 
pembinaan hasil produksi dalam negeri untuk menunjang kegiatan operasi di bidang 

minyak dan gas bumi. 

7. Program Pemanfaatan Barang dan Jasa Teknologi dan Kemampuan Rekayasa dan 
I 

Rancang Bangun Dalam Negeri pada lndustri Perminyakan. 
I 

* 1 

8. Program Pengawasan Pemenuhan Komponen Lokal pada Pelaksanaan Pengadaan 

Barang dan Jasa Dalam Negeri. 

9. Program Koordinasi Antar lnstansi Terkait dalam rangka koordinasi tingkat kandungan 

i 10. Program Pers'gawasan Atas '~eningkatan Pernanfaatan Barang dan Jasa Teknologi 'dan 
I 

Kernampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri pada lndustri Perminyakan. 

- -  11. Program Inventarisasi, Monitoring dan Pengawasan Penggunaan TKA yang Efektif dan 



12. Program Pembinaan dan Pengembangan TKI dalarn rangka memenuhi standard 

kompetensi serta Program Alih Teknologi TKA terhadap TKI. 

13. Program Monitoring International Job Swapping, International Assignment, On The Job 

Training, Technical Development Exchange dan Mentoring. 

14. Program Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi terkait. 

15. Program Monitoring Lifting Minyak dan Gas Bumi dalam rangka mendukung transparansi 

informasi yang real time. I 

16. Program Pengelolaan Penerimaan Negara di Bidang Minyak dan Gas Bumi. . . 

1'7. Program lntensifikasi Cost Reduction Usaha di Bidang Minyak dan ~ a s ~ u m i .  

18. Program lntensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Minyak dan Gas Bumi. 

19. Program Pengembangan Masyarakat Setempat Sekitar Daerah Kegiatan Usaha Minyak 

dan Gas Bumi. 
4 1. I 

3 5 
3 4 .  
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i 
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20. Program Sertifikasi dan Standardisasi Perusahaan Jasa Penunjang yang bergerak di 

bidang kegiatan minyak dan gas bumi. 

22. Program Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Minyak dan 

Gas Bumi. 

23. Program Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kegiatan 

Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Legislasi Nasional. 
I 

24. Program Pemberian Pertimbangan dan Bantuan -Hukum yang terkait .dengan Kegiatan , 

Usaha Minyak dan Gas Bumi.' 
..- 

26. Program Penyiapan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri &. Sipil. 





XI. PROGRAM LEGlSLASl INDUSTRI MIGAS NASIBNAL 

I. INSTRUMEN LEGISLBSI YANG ADA 

AD Undang-undang NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
. . 

1. Pemerintah memberikan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri; 
I 4  

mekanisme pasar secara bertahap; 

pengaturan melalui pemisahan fungsi pemerintahan . . dengan fungsi pengusahaan; 

I 4. Menghilangkan sistem monopoli yang selama ini diberikan kepada PERTAMINA sebagai 

satu-satunya Perusahaan Negara; 



5. Membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu 

berdasarkan kontrak kerjasama; - I 

6. Membentuk Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan atas 

penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa ; 

1 

7. Mengalihkan Pertamina menjadi perusahaan persewan (Persero) agar mampu bersaing 

baik nasional maupun internasional; 

8. Mewajibkan setiap badan usaha dan bentuk usaha tetap untuk menjarnin keselamatan 

dan kesehatan kerja serta pengelolaan .- lingkungan hidup, 

' 5. Undang-undang terkait 

Antara lain: I 

. . 

I 1. ' UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 



2. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

3. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan; 

4. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 

5. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 

6. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan 

Iptek, mengatur penguasaan, pemanfaaian dan pengembangan iptek; 
* 

7. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutaqan; 

8. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ; 



I 

9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

10. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah ; . . 

11. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA); 

12. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
, 

13. Undang-Undang No. 8 Tahunl999 tentang Perlindungan Konsumen; 
f . 

- 14. Undang-Undang No. 5 Tahun -1999 tentang Larangan PraMek Mompoli dan Persaingan .. 
Tidak Sehat; 

$1 15. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
* 

f X  , 
I 

16. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 
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17. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria ; 
-- 

. . 
C. Peraturan Pemerintah Bidang Minyak dan gas Bumi : 

1. PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 

Mengatur tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi ; t 

1 

pengolahan, pengangkutan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, penyimpanan 

dan niaga, cadangan strategis minyak bumi, cadangan bahan bakar nasional, standar dan 

mutu, ketersediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu, hqrga bahan 

bakar minyak dan harga gas .bumi, penyaluhn bahan bakar minyak pada daerah terpencil, 

keselamatan dan keskatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan 

masyarakat setempat, pemanfaatan barang, jasa, dan kemampuen rekayasa dan rancang 

bangun dalam negeri serta penggunaan tenaga kerja dan sanksi dalam kegiatan usaha hilir. 



. . 
2. PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

Mengatur tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi 

pengaturan mengenai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu termasuk pembinaan dan 

pengawasannya, mekanisme pemberian wilayah kerja, survei umurn, data, kontrak kerja 

sama, pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, penerimaan 

negara, penyediaan dan pemanfaatan lahan, pengembangan lingkungan dan masyarakat 

setempat, pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang 

bangun Balam negeri, serta penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan usaha hulu minyak 

3. PP No.:31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk. PERTAMINA menjadi Persero; - 
L S  

Mengatur tentang pengalihan bentuk Pertamina yang didirikan berdasarkan UU No. 8 Tahun 

1971 menjadi Perseroan (Persero). 
I 



4. PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; 

I 

Mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan 1. penyediaan dan pendistribusian BBM 

dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang pelaksanaan dilakukan oleh Badan Pengatur, 

agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar yang diietapkan Pemerintah dapat terja'min di 

seluruh Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. 
I 

'I 

5. PP No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
i L 

Bumi; 
I 

- 
' Mengatur tentang pengawasan terhadap- kegiatan usaha hulu migas oleh Badan Pelaksana - . I 

agar pengambilan sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat rnemberikan 

manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kernakmuran 

rakyat. 
- 



6. PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan 

I. 

Mengatur tentang kewajiban pengusaha dalam melakukan kegiatan permurnian dan .- 
pengolahan dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai tugas pengawasan yang 

dilakukan oleh Pemerintah. 

7. PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas 

di Daerah Lepas Pantai; , 

Mengatur tugas dan kewajiban Pemerintah dm pengusahaan dalam pelaksanaan eksplorasi 

dan eksploitasi migas didaerah lepas pantai. - 

8. PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang 

Pelaksanaan pengawasan atas keselamatan kerja di bidang pertambangan dilaksanakan 
, 

oleh Menteri Pertambangan 
I 



1. 

9. MPR No. 391 Tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang; 
. . 

Mengatur tugas dan kewajiban pengusaha dalam rnelakukan kegiatan pertambangan di 

daratan atau tugas-tugas pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah. 

D. Peraturan Pemerintah terkait : 

1. PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; . 

2. PP No. 27 Tahun 1997 tentang Ana lisis Mengenai Darnpak Lingkungan Hidup; 

E. Keputusan ~resideh ~ i d a n g  Minyak dan Gas Bumi: 

1. Perpres. No. 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri 
I 

Peraturan Presiden mengenai penyesuaian harga jual eceran BBM melalui pengurangan 

subsidi BBM. , 





I 
I 

'+ 
1% 

I Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan lzin Usaha ~ a l a m  Kegiatan Usaha Hilir Minyak 

dan Gas Bumi. 
1 

3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1208.W20/MEM/2005 tentang 

Rencana lnduk Jaringan Transmisi dan Distribusi   as Bumi Nasional. 

4 .  Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0021 K/20/MEM/2005 tentang 
I 

Pedoman Dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional2005-2020; 

i 

Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; I 

I 

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 Tahun 2003 tentang 

Usaha Hulu Migas dan Usaha Hilir Migas; I 4 

. . 

1 

I 
-- 



7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693 W34/MEM/2001 tentang 

Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu 

8. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1905 W34/MEM/2001, No. 426/KMK.01/2001, 

No. 233/MPP/Kep/7/2001 tentang Ketentuan lmpor Pelumas; 

9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 019.W34/M.PE/1998 tentang Wajib 

Daftar Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri. 
. . 

' ~eri turan I ~ e ~ u t u s a n ' ~ e n t e r i  terkait: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 
C . . 



Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam keputusannya untuk merevisi Undang- 
a 



Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap pasal-pasal sebagai 

a. Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "diberi wewenang" 

b. Pasal22 ayat ( I )  sepanjang mengenai kata-kata " . . paling banyak". 

Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) 

Pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangai 

tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu 

d. Bab VI Pasal31 Penerimaan Negara 

.. 
2. Undang-Undang tentang Energi; 

a. Mengatur pemanfaatan energi, sumber energi, dan sumber daya energi yang dilakukan 

secara efisien dan berkelanjutan; 

. 
1 



- 
b. Mengatur pemberian insentif untuk pemanfaatan jenis energi tertentu ( a .  energi 

terbarukan, efisiensi energi); 

. , 
c. Mengatur tentang kewajiban pemanfaatan energi non-fosil dan komitmen efisiensi 

pemanfaatan energi; 

d. Mengatur tentang kewajiban perusahaan di bidang penyediaan listrik untuk memiliki 

memanfaatkan energi terbarukan. 
1. 

3. RUU tentang lnvestasi; .. 

Merevisi UU Penanaman Modal Asing dan penanaman Modal Dalarn Negeri. 

4. Amandemen UU Pajak tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pajak ; 

5. RUU Sumber Daya Agraria ; 



% 

a. Kewenangan. Pengelolaan Sumber Daya Agraria .pada suatu wilayah yang berhubungan 

dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 

b. Pemanfaatan wilayah kerja untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha migas. 
# 

B. Peraturan Pemerintah : I 

1 

L b 

1. 
1. RPP tentang Besaran dan Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari 

I 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 4 . . 
* 
* 

, Mengatur tentang penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara yang berupa iuran 

tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi, bonus dan tata cara penyetorannya. 
-- 

2. RPP tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 

kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi: 

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan operasi dan pengelolaan 

I 
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b. Peran badan usaha dan atau bentuk usaha tetap dalam menjamin keselamatan operasi 

dan penaelolaan lingkungan hidup kegiatan usaha migas. 

3. RPP tentang Besaran luran dari Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan 
I. 

Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; 

Mengatur tentang besaran, tata cara dan kewajiban BU dalam Kegiatan Usaha Penyediaan . . 
dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; 

C. Peraturan IKeputusan Presiden: 

1. Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Pentahapan Pembukaan Pasar, termasuk 
..- 

i 

ketentuan mengenai jenis BBM tertentu, perencanaan penjualan dan ketentuan ekspor 

impor. 
I 

2. Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Penetapan Kebijakan Harga Gas Bumi Untuk 

Rumah Tangga dan lndustri Kecil, Pemanfaatan Gas untuk Sektor Transportasi 
54 



- 
. . 

D. Keputusan MenterilPeraturan Menteri : 1 

* 

I 

Antara Lain: + 
1. Peraturan Menteri yang mengatur rnengenai pengabasan atas Peningkatan  ema an fa at an 

Barang dan Jasa Teknologi dan Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam .. 
Negeri pada lndustri Perminyakan; 

2. Peraturan Menteri yang rnengatur mengenal Pemenuhan Komponen Lokal pada 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Negeri. 

3. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Wilayah Usaha Niaga Jenis BBM tertentu ; 

4. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Standard dan Mutu Produk. Migas; 

5. Peraturan Menteri yang mengatur rnengenai Penetapan Kapasitas Fasilitas Penyimpanan 

Minimum dalam Kegiatan Usaha Niaga Migas; 

6. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Cadangan BBM Nasional, Penetapan 
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- Cadangan Strategis Minyak Bumi Nasional dan Pengelolaan Cadangan Minyak dan Gas 
1. 

7. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; , 

8. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Kaidah Keteknikan Pengelolaan, Pengusahaan 

dan Pemproduksian Minyak dan Gas Bumi; 

9. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Reservoir Manajemen; 

10. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tentang Pelaksanaan Plan Of Development 

11. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai P.elaksanaan Pemanfaatan Gas Bumi; 

12. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penetapan Penyaluran BBM di Daerah 

13. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan Standardisasi di Sektor Migas; 
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- 
14. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan .. Pendefinisian dan Tata Cara Lifting; 

15. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Lumpur Bor; 

16. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Bahan Kimia 
i 

untuk Dispersant; 

17. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Ketentuan Kontrak Kerja Sama Mengenai 

Pengusahaan Gas Metana Batubara; 

18. ~eraiuran Menteri yang rnengatur mengenai Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat 

Operasi Wilayah Kerja Migas 
b 

- - -  - .  





Lamplran A I 
- TAKSONOMI BIDANG USAHA 

STRUKTUR INDUSTRI PERMINYAKAN NASIONAL 

Ekspor (Crude) - - Aliran Crude Oil 

1 

lmpor (BBM) 
-----C. Aliran Transaksi 

------- ------- 
I 
I 
I- , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Usaha EksplorasilProduksi Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan yang dijual adalah jasanya. 
yang dijual adalah produk sedangkan untuk Usaha Penjualan yang dijual adalah produknya . . 

I 



TAKSONOMI BlDANG USAHA 
DALAM 

STRUKTUR INDUSTRI GAS BUM1 NASIONAL 

4 lndustri Hulu DQ 
lndustri Hilir 

Lampiran B E z I  
Ekspsr 
LNG 
LPG 
Gas 

LNG 
LPG 

KK, KM, KB 
(melalui pipi 
atau bejana 
khusus) ' 

End Users 
L 

Keterangan : Penjelasan akan'ditambahkan lebih lanjut I 



Lampiran C HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH 
DALAM INDUSTRI MlGAS MASIONAL 

SUMBER DAYA 

I - I I 

l) Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan) 3) Pengaturan gas pipa 

?) Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 

=) Kecuali yang diatur ol.eh BPH MlGAS sesuai dengan pasal46 

6, Hulu dapat melakukah kegiatan sesuai dengan pasal26 sepanjang tidak ada transaksi usaha dibidang itu 

7) Sem.ua izin adalah oleh Menteri 



Matriks Instrumen Kebijakan lndustri Hilir Migas 

I I 'I lndustri Hilir Migas I 

Lampiran D a 

4 - 
*) Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 

4, Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM I I )  Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan) 

3) Pengaturan gas pipa 

&,, I 

Kecuali yang diatur oleh Badan Pengatur sesuai dengan pasal46 Semua izin usaha diberikan oleh Menteri 

1 8 )  * 
* ** 

r . -- " - z =a=-.. x- - . -"- *----.-" ---".". .--" - ,- - 



PEDOMAN 
KEBIJAKAN DAN REGULASI 
INDUSTRI MIGAS NASIONAL 

I, Llngkup I I I 
Lampiran E Ez l  

~ewenaigan 
(Domain) PEMBUATAN \ REGULASI MIGAS *) IMPLEMENTAS1 

UEB WAKAN 1 (Non-Regulasi) 
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